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Menimbang :a. bohwa Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3

4.

6.

8.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perretapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 teritang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatian Daerah menjadi Undafig-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2010 sesuai dengan Keputusan Gubemur Sulawesl Tenggara Nomor 213 Tahun 2010 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang APBD
Kabupaten Bombana Tahun ANggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bombana tentang
Pemiabaran APBD Tahun Anaaaran 2010;

Bahwa penyernipurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daersh
tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umuam dan
peraturan perunidang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah Kabupaten
Borribana Tahun Anggaran 2010.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimaria telsh diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1997 Nomor 44, Tambahian Lerbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yarig Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Normior 75,
Tarmibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembiaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4286);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Permbangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); ,




10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemetiksaan Daersh(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik WN?I:@%BH
sebagimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penétapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Undanig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); '

13, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 teritang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 teritang standar Akuritansi Pernerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemefintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574); .

18, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); ‘

19, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Talkun 2005 tentang Sistem Inforfiasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lanbarqn
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerititah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kop (Lembara;n
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2010;
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2005 Teritang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan =

Z&KepuusanoewanPawahbnRakyatDaaahKampathombanaNmWRDfosT
ahun
2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Derrgan Persetuiusn Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYA::AERAH KABUPATEN BOMBANA

BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN
Menetapkan FERA”WRZ\N DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Pasal 1

Ancqegaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah :Rp. 351,742,164,200

2. Belargja Daerah : Rp. __312,687,286,700
Surplus/(Defisit) :Rp. - 39,054,877,500
3. Pembiayaan Daerah Cop
a. Penerimaan : Rp. 35,435,770,800
b. Pengeludran : Rp. 74,401,727 ,580
Pembiayaan Netto :Rp.  (38,965,956,780)
Sisah Lebih Pengguriaan Anniggaran Tahun Anggaran Berkenaan : Rp. 88,920,720
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :Rp.  10,600,000,000
b. Dana Perimbangan sejumiah : Rp.  319,304,269,700
¢. Lain-lgin Pendapatan Daerah Yang Sah : Rp. 21,837,894,500
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdin atas jenis pendapatan
a. Pajak Daerah sejurnlah : Rp. 752,000,000
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 2,935,000,000
¢ Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahikan : Rp. 5,700,000,000
d. Lain-lgin pendapdtan daerah yang sah : Rp. 1,213,000,000
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof b terdini atas pendapatan -
a. Dana bagi hasil : Rp. 39,422,772,700
b. Dana alokasi ummum : Rp.  244,905,397,000
c. Dana alokasi khusus : Rp. 34,976,100,000
@ Lam-lam pendapatan daersh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas pendapatan
Hibah : Rp. 1,000 000,000
b. Dana darurat : Rp.
c. Dana bagi hasil dari provinsi ' Rp. 9,863,894,500
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus : Rp. 7,626,000,000
e. Bantuan keuangan dari provinsi dan daerah lainnya : Rp. 3,348,000,000
Pasal 3
(1) Belamja derah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Belamja tidak langsung sejumlah @ Rp. 176,596,723,000
b. Belanja langsung sejumiah : Rp. 136,090,563,700
(2) Belanja tidak langsung sebagairniana pada ayat (1) huruf a terdiri atas belanja:
a. Belanja pegawai : Rp. 135 389,223,
b. Belanja bunga -
c. Belanja subsidi . ‘
d. Belamja hibah 28‘,741,50'0,000
e. Belamja bantuan sosial 3,350,000,000

f. Belanja bagi hasil .
d. Belanja bantuan keuangan P 8,616,900,000
h. Belanja tidak terduga 500,000,000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3ems belanja:

éééééé?

a. Belanja pegawal : Rp. 29,460,173,400
b. Belanja barang dan jasa : Rp. 55,321,663,900
c. Belanja modal : Rp. 51,308,726,400
Pasal 4
1) Panbuaraan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri atas jenis pembiayaan:
: Rp. 35,435,770,800

b. Pengeluaran : Rp. 74,401,727,580




® Pammndmhsebagalmmdimmd t (1) terdin atas jenis pemb
suhleblhpahmmgan anggaran tahun%m)(s:w) jen PRRISRI:

b, Pencairan Ro. -
C H&lpaﬁualanmyaandaerzmyangdlplsahlan RD. .
d. Penerimaan pinjaman daera Rp. -
e. Penerimaan kembali punbulanpcmanwndmh Rp. 6,000,000,000
f. Peneritmaan piutang daerah Rp. -
®3) Pengeluaran sebagairmiana dimaksud pada ayat (1) huraf b terdinf atas jenis:
g ma&?@mﬂ)m tah daerah - ‘15600005
v g} ) 2
¢ Pembayaran pokok ﬁ,‘? .
d Mﬂbﬂ‘lmplnjamandaetah Rp. = ‘
e. Penyelesalan Penicairan BG kepada Pitiak Ketiga dtas Kagiatan Hﬁ
tzhunamgaranswelumnya . Rp. 74,386,727,580 r,
Puat |
Uraian lebih lnjut Angggaran Pendapatan dan Belarga Duerah sebagaimana dalam Pasal 1, tercantumn dalam Lampiran |
yarg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdir atas : 4
1, Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran I : Ringkasan APBD mienurut urusan pemerintalian daerah dan organisasi SKPD; P
3. Lampiran Il  : Rincian APBD menurut urusan pemerintshan daersh, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, | 1
dan permbiayaan; g
4 lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut arusan pemerintahan daersh, organisasi SKPD, program dan |
kegiatan; 4
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daersh untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintalian daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

. 6. Lampiran VI ¢ Daftar jumiah pegawal per golongan dan per jabatan;
- 7.lampiranVII  : Daftar piutang daerah;
1 8 lampiran VIII  : Daftar penyertaan modl;
19, Lampiran IX :mmmmmdmmumwmpwh,
© 10, Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran XX + Daftar kegiatan-keglatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesalkan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2010;
12, Lampiran XII  : Daftar dana cadangan daeraly; dan
13, Lampiran XIII . : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,
Pasal 6

Bupati menetaplan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belarija daerah sebagai landasan
operasional pelaksarssan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setisp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inf dengan peremptantya dalam
Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Rumbia
Padawugal szg ,vzouef’ 2010

mmmmmmmmmmmm
NoTor anggal, 29 MureT 2010
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